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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 

5.1 Kesimpulan 
 

 Demokrasi internal partai merupakan hal yang esensial dalam mencapai 

suatu demokrasi di suatu negara, sebab Partai Politik merupakan lembaga 

infrastruktur negara yang berperan penting dalam menyampaikan aspirasi rakyat 

kepada negara. Namun, demokrasi tersebut menjadi sulit dicapai apabila Partai 

Politik sendiri gagal untuk menciptakan demokrasi internal partai. Selain itu, 

anggota merupakan pemegang kedaulatan lebih lagi dinyatakan melalui Pasal 15 

ayat (1) UU Partai Politik yang memberikan hak bagi anggota untuk menentukan 

suatu kebijakan dan melalui Pasal 13 huruf e yang mendalilkan kewajiban Partai 

Politik untuk menyampaikan aspirasi anggota partainya.Mengacu pada kasus yang 

terjadi dalam Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021, yang mana 

menunjukkan adanya kegagalan Partai Politik untuk menyampaikan aspirasi 

anggotanya dalam pengambilan keputusan. Sehingga, sudah jelas bahwa anggota 

partai memiliki hak untuk turut serta dalam pengambilan kebijakan Partai Politik.  

Langkah yang diambil oleh Para Pemohon dalam Putusan Mahkamah 

Agung No.39/P HUM/2021, merupakan langkah yang kurang tepat sebab menelik 

pada kewenangan Mahkamah Agung bahwa Mahkamah Agung tidak berwenang 

untuk melakukan uji formil maupun materiil AD/ART Partai Politik. Sehingga, 

langkah yang seharusnya dilakukan oleh Para Pemohon adalah mengajukan 

gugatan ke PTUN untuk melakukan pembatalan terhadap Keputusan Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.H-09.AH.11.01 Tahun 2020, tentang 

Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai 

Demokrat atau menggunakan upaya yang diatur dalam UU Partai Politik yakni 

dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.  
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5.2 Saran  
 

 Atas kegagalan untuk menciptakan demokrasi internal partai dalam kasus 

yang terjadi di Putusan Mahkamah Agung No. 39/P HUM/2021, menunjukkan 

bahwa perlu diperbaikinya iklim internal Partai Politik di Indonesia. Sebagaimana 

ditunjukkan melalui upaya yang telah diambil oleh Para Pemohon untuk 

menyelesaikan permasalahan internal tersebut ke Mahkamah Partai, namun tidak 

menjadi jalan untuk ditegakkannya keadilan di internal partai. Selain itu, terhadap 

pengajuan permohonan AD/ART Parpol ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia seharusnya dilakukan pemeriksaan mengenai Surat Bebas Perselisihan 

Internal Partai terlebih dahulu untuk mengurangi terjadinya penderogasian hak 

anggota partai di dalam Partai Politik. 

 Lebih dari itu, apabila terjadi kasus yang serupa sebaiknya anggota partai 

yang merasa dirugikan dapat melakukan penyelesaian permasalahan dengan 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan yang diatur 

dalam Pasal 32 jo. 33 UU Partai Politik atau mengajukan gugatan ke PTUN.   

AD/ART yang merupakan konstitusi bagi Partai Politik yang dalam proses 

pembentukannya haruslah mengacu kepada Perundang-undangan yang berlaku 

dalam pembentukannya. Namun, apabila mengacu pada Putusan Mahkamah 

Agung No. 39/P HUM/2021, terdapat AD/ART yang telah disahkan namun 

pembentukannya tidak berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Oleh karena 

itu, menjadi suatu urgensi untuk dibentuknya mekanisme baru untuk mengontrol 

pembentukan suatu AD/ART Partai Politik. Mekanisme kontrol atas AD/ART 

Partai Politik ini dapat berupa bentuk evaluasi terhadap AD/ART Partai sebelum 

disahkan yang sekiranya dapat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi 

Manusia. Dengan demikian, suatu AD/ART Partai Politik terbentuk dengan dasar 

yang sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku.  
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